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PROVINSIJAWA BARAT
BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 5A TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH {RKPD)

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

: a bahwa dalam rangka menunjang perencanaan

pembangunan daerah yang transparan, responsi,
efisien, efizktif, akuntabel, partisipatif, terukur
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tata kelola kepemerintahan yang baik, salah satunya
dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan daerah yang disusun setiap tahun dan
merupakan satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan daerah;

b. bahwa dokumen perencanaan daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf “a” di atas harus disusun secara
terarah dalam upaya peningkatan koordinasi, integrasi
dan sinergitas perencanaan daerah;

c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum
dalam aplikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Indramayu Tahun 2016.

: Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah =~ Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang



Pembentukan  Kabupaten Purwnkarta  dan  Kanbupaten
Subang dengan mengubah  Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah
Kabupaten Dalam  Lingkungan Propinsi Djowan  Baral
(Lembaran Negara Republik indonesin Tahun 1968 Nomor

31, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangkn Panjang Nasionai Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
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18.
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22.

23.

24,

25, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indomesia
Nomor 4614j;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara  Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tats Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,



31.  Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun
2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten [Ndramayu
Nomor 10 Tahun 2008 Seri.D.6).

32, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2016.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan :

L.

2,

Daerah adalah Kabupaten Indramayu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Indramayu.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu selaku

pengguna anggaran / barang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang seclanjUtnya
disingkat Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan di daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhituPgkan
sumber daya yang tersedia.



25,

26.

27.

28.

29,

30.

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Kabupateén Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5 Seri E.4);

Peraturan Datrah Kabupaten Indramayuw Nomor 1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025
{Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008
Nomor 1 Seri E.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun
2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri.D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dagrah
Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Indramayu;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis
Dacrah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 2 Tahun 2015 Seri A.2);



7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa di Dacrah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

8. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Dacrah selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untukperiode 1 (satu} tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat
RPIJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun,

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Organisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Dacrah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan yang
dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-
OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih
yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Dacrah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKFD)
Pasal 2

RKPDTahun 2016 merupakan :

a. Dokumen perencanaan daerah dimulai dari tanggal 1 Januari 2016
sampai dengan 31 Desember 2016; dan



BAB 1l : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KERANGKA
PENDANAAN
Memuat tantangan dan prospek perekonomian, arah
kebi jakan perekonomian, analisis dan perkiraan sumber-
sumber pendanaan pembangunan, serta arah kebijakan
keuangan dan anggaran daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Memuat arah kebijakan RKPD Tahun 2016, prioritas dan
sasaran  pembangunan, serta  prioritas  program
pembangunan daerah.

BAB V : PENUTUP

@ LAMPIRAN-LAMPIRA N
Memuat matrik rencana program dan kegiatan tahun 2016

BAB V
ISI DAN URAIAN RKPD
Pasal 5

Isi beserta uraian dan lampiran RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4,
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
. PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



D Peajubarin dinl REVUMD, RO i noegge o pada REE Proviesd dan RKP
Pewevtntnh Pasnt perinde bevheman, yang nmenn inncangan kern sgha
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BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
1" wal

(1) Maksud Penetapan RKPD - adalnh - untuk  menetapkan  dokumen
perencanant sebugai pedoman dalan:
A penyusunan Renjn OPD;
b, penyusunan  KUA, PPAS dan Rencann  Anggaran  Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2016,

(2 Tujuan penetapan RKPD adaltvh untuk:

a. mewujudkan pencapainn visi dan misi Dacraby,

b. mewujudkan integrusi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintuh
maupun antar tingkat pemerintahan,

¢. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi anlura  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan

e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara  efisien, efiektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMA TIKA
Pasal 4
Sistematika RKPD meliputi :

BABI : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, tujuan, sasaran dan fungsi,
pendekatan penyusunan, alur pikir serta sistematika.

BAB I : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013
Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja
pembangunan daerah, hambatan, permasalahan, strategi
pemecahan masalah dan issu strategis.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Paaal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturon

Bupati ini dengan pencmpatannya  dalam  Berita Dacrah Kabupaten
Indramey,

Ditetapkan di ndramayu
pada tanggal 19 Mel 2015
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Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 et 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN : 2015 NOMOR 5,4



